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BI.PATI LABT]HANBATU

I(E.PU'TU8A[ BI'PATI LI\BT'IIAISBATU
ltoMoR 42O I n&b / DISDTT( I 2o,4

TEITTAITG
PEITDIRIAN fIEKOI,ATI TilEHEITGAII ATAA ITEC}ERI 2 PAIIAI I{ILIR

DI I(ABI'PATEII I,ABTII{AilBATI'

Membaca

BI'PATI I*ABI'IIAIBA'TU,

: 1. Surat Masyarakat Desa Penggantungan Nomor
01/Masy/Des Penggantungaal2Ol4 Tanggal - 5
Juni 2Ol4 perihal Rencana Pendirian Sekolah;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten l-abuhanbatu Nomor
A95/1247.SMA/B.2l2Al4 Tanggal 16 Juni 2Ol4

' perihal Persetujuan Pendirian Sekolah-

: a. bahwa d,alarn rangka \rpaya perlrrasan daya
tampung siswa didik dan peningkatan mutrr
pendidikan agar tercapai tujuan penyelenggaraart
pendidikan di Kabupaten l"abuhanbah-r, perlu
memberikan persetujuan penetapan pendirian
sekolah'oleh Bupati;

\.rr

b. bahwa unfuk melaksanakan pendirian sekolah di
Kabupaten I-abuhanbanr hams memperhatikan
ketentuan yauirg diatur dalam Keputusan Merlteri
Pendidikan Nasional Nomor O6O|U12002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 hunrf e

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
O6O/U / 2OO2 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
menyatakan bahwa penetapan pendirian sekolah
negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai
dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi
kewenangarrnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hutaf a, hunrf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

' Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Panai
Hilir Di Kabupaten Labuhanbatu.

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Di Linglnrngan Daerah Provinsi
Surnatera Utara {l,embaran Negara Republik
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Mengingat
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Indonesia'Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang - Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TA,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daereih scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Nega:r:a
Republik Indonesig Tahun 2OOB Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a4J;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun IggO
tentang Pendidikan Menengatr (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun lg90 Nomor 37,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun lggg
tentang Penrbahan Atas Perattrran pemerintah
Nomor 29 Tahun lgg0 tentang pendidikan

-.-Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor . 91, Tam.batran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2AOZ
tentang Pembagan umsan pemerintaha, Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tatrun 2OOT Nomor g2,
TambaJaan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor a737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
2014 tentang Pembenhrkan produk Hukum
laerah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahr.rn 2014 Nomor 32);

7- Keputusan Mlnteri pendid.itra' Nasionar Repubrik' Indonesia Nomor O6A/U /2O2 tentang pedoman
Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor
35 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah l(abrrpaten Labuhanbatu
(Lcmbaran ' Daerah l(abupaten labuhanbatu
Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 35);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor- 2 Tahurr 2ol4.tentang Anggaran pendapatan Dan
..Belanja Daerah Kabupaten L,abuha'Ual' Tahun
Anggaran ZOl4 (Lembaran Daeratr Kabupaten
tabuhanbatu Tahun 2Ol4 Nomor 2 Seri D Ntmor
2);

1O. Peraturan Bupati l,abuhanbatu Nomor 19 Tahun
2OO8 tentang Tugas pokok Dan h.rngsi Serta
Rincian Tugas Jabatan Stnrkftrral Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2OOg
Nomor 19 Seri D Nomor 19.

MEUUTUEI(AT{:

KEPUTUSAN BUPATI TEI.ITANG PENDIRI.AN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PANAI HTUN
DI KAIIUPATEN LABUHANBATU

Mendirikan Sekolah Menengatr Atas Negeri 2 par,rai
Hilir pada lokasi seperti tersebut pada L^a.mpiran
Kepufusan ini.

Mengoperasionalkan sekolah sebagaimana dimaksud
pada Dilchrm KESATU sejak Tahun pelajaran
2Ot412015.

_S-egala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
$eputusan ini dibebankan pada APBD pemerintah
Kabupaten L;rbuhanbatu Tahun Anggaran 2A14.

Keputusan ini berlaku sejalc tanggal.ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETI.GA

KEEMPAT

Tembusan disampaikan kepada :
1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Mendikda.smen Depdikbud di Jakarta
3. Direkhrr pikrnerru,:rr OepdikbuA, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan provinsi sumatera utara
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten L^abuhanbatu
7. Kepa1a Bgpperla Kab,rrparcn LabrrhanbaAr',ll
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Ditetapkan di Rantauprapat
pa4g;tqggal, ? ^ tl - 2Ol4




